
PEilIERINTAH KABUPATEN CILACAP

PERATURAN DAERAH IGBUPATEN CILACAP
NOMOR t TAHUN 2W7

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
PEMILII.IAN KEPAIA DAERAH DAN WAKIL KEPAIA DAERAH

KABUPATEN CILACAP TAHUN 2OO7

DENC"A}.| RAHMAT TUI'IAN YANG MAHA ESA

BUPATI CII.ACAP,

Menimbang : a. bahwa guna nrenrbiiayai se@ian Anggaran Pernilihan Kepala Daerah
dan Wddl l(epala tlaerah l(&,lpabn Cibcap Tahun 2WT yaqg
memerlukan dana relatif ctlkup besar dan dananp tidak dapat dipenuhi
dahn 1 (tatnrn) anggpran, Irnka Penrerfrr$r Xanupaten Cilacap pedu
membenhrk dana cadangan;

b. bahrya penyisihan APtsD untuk rrernbentuk dana cadarqan blah
ditef,apkan nehlui Perubahan APBD pada Tahun 2005 dan APBD
Tatrun 2(m, serta penO*an APBD Tahun 2006;

Mengingat

c. bahrya berdasarkan pertimbar€an sebagairnana dirn*sud huruf a dan
b perlu nrenemp*an Perafuran Daerah tentang Pembentukan Dana
C*argan Pernllilran l(gpab Drelrah dan W*il l(epab Dcrah
Kabupabn Cllaw Tahun ZIffJ7;

: 1- UndangFundilg l{ornoir 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Drerah -

d*rdr X*realen D&n t-lndamgan Propinsi D.rtra Tengah (Beriea
Nqara tanggal I Agustus 1950 );

2" Undarqr-Undang Nornor 28 Tahun l$g tentang Perryebnggataan
trlegara yang Bersih dan B$c dari Konnsi, Kolusi, dan N$disrne
(l,er$a'an Hegara Repr$n( krdorpsb Tdun 19m Nofnor 75,
Tambahan Lenrbaran tlegara Repub$k Indonesia l.fsnor 3851);

3. Urdangr-Urdang Nonror 17 Tahun 2003 bntarg |rieualgan Xegara
(tcnsaran l{egara Repl|bH( lndonesia Tahun 2m3 Nornor 47,
Talrtahan L-er$ryar Hegffi ReptSH( lndoresb Nornora2S6);

4. UndangrUrdang Nornor 1 Tatun 2W tentang Perbendaharaan f{qara
(Lembaran l.fegara rept6H( lndonesla Tahun AX)4 Nomor 5, Tarbdran
Lensaran llegara Rept$ffi lrdonesira l,lornor a355);

5. Undaqrundang ilomor 10 Tdrtrr 2W br*ang Pen$erfirkan
Peraturan Perundan*undarqan (Lenrbaran Negaxa n4r$f* kdsresia
Tahun 2fi)4 Nonror 53, Tanbdran Lembaran ilegffi Re$frffi(
lndonesla t{onor a3S);

1 dari ?



6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2A04 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2ffi,4 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana teldr diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun zO04 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a548);

8. Undang-Undang 33 Tahun z0o4� tentang Perimbangan Keuangan
Antara.Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2M Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 439);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan,
Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4480), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan,
dan Pemberhentian Kepala Dsah dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4a94;

10. Peraturan Pemerintiah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara RepuHik Indonesia Tdrun 2m5 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2005 (Lernbaran Daerah lGbupaten Cilacap Tahun 2005
Nomor 1. Seri A Nomor 1):

12. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2005 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lGbupaten
Cilacap Tahun Anggaran Zo0s (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2005 Nomor 4, SeriA Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2006 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lGbupaten Cilacap Tahun
Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2006
Nomor 1, Seri A Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2006 tentang
Perubahan Anggiaan Pendapatan dan Belanja Daerah l(abupaten
Cilacap Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Citacap Tahun 2006
N o m o r 4 , S e r i A  N o m o r 2 ) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CILACAP

dan

BUPATI CILACAP



M E M U T U S K A N :

lienetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP TENTANG
PEIIBENTUKAI{ DANA CADANGAN PETILIHAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL I(EPALA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2007.

BAB I
KETEI{TUAN UIIUH

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Cilacap;
b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai

Badan Eksekutif Daerah;
c. Bupati adalah Bupati CilacaP;
d. Pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan

adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah lGbupaten Cilacap
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap;

e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap yang selanjutnya
Oisingl€t APBD adalah suatu rencana keuangAn tahunan daerah yang ditetaplen
berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD;

f. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan keria pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

g. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD. Yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

h. Dana Cadangan adalah dana cdangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala
daerah kabupaten Cilacap Tahun 2ffi7.

BAB II
PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2
(1) Dana Cadarqran dalah dma yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang

memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun
anggaran.

(2) Prinsip Pembentukan Dana Cadangnn :
a. Pembentukan Dana Cadarqan merupakan perqeluaran pembiayaan daerah;
b. Pencairan Dana Cadangan merupakan penerimaan pembiayaan.

Pasal 3
Tujuan Dana Cadangan untuk menyediakan sebagian dana guna membiayai
penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Cilacap
Tahun 2AA7, Program Pendidikan Politik Masyarakat , kegiatan Persiapan Pilkada2OAT ,

BAB III
BESARAN DAil SUTBER DAilA CADANGAN

Pasal 4
Pembentukan Dana Cadangan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Kabupaten Cilacap Tahun 2W7 ditetapkan sebesar Rp. 5.0@.000.000,- (lima milyar rupiah)
yang besaran dan sumber dananya adalah sebagai berikr$ :
a. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2m5 sebesar Rp. 2.0@.000.000,- (dua milyar

rupiah) bersumber dariAnggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2ffi5;
b. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2006 sebesar Rp. 2.ffi.0O0.0O0,- (dua milyar

rupiah) bersumber APBD Tahun Anggaran 2006;
c. Pembentukan Dana Cadangan Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.0m,- (satu milyar


